Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil

“Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada
DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan
militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia.

Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang
profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan
negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan
seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong
agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu
merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di
hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali.
Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No.
34 tahun 2004 tentang TNI.

Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki
jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip
profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari
jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan
maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan
Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.

Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer
aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat: TNI adalah
alat pertahanan negara untuk perang; sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga
penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung. Dan
salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI.

Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini di evaluasi dan
dtertibkan. Kami mendesak agar anggota TNi aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang
sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri (pensiun dini).
Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri
terlebih dahulu, diantaranya Letkol Tedy sebagai Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat
presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo dan lain lain. Lebih dari itu, seluruh kerjasama
TNi yang di dasarkan pada beragam MoU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah
sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan
dengan UU TNI. Pelibatan militer dalam Operasin selain perang hanya bisa dilakukan atas
dasar keputusan politik negara bukan melalui MoU eebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7



ayat 3 UU TNI. Tidak di benarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menijustifikasi
berbagai pelanggaran yang sudah ada.

Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru
dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada
dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang. Pelibatan
TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan ‘war model”. Selama ini,
model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam
mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan "war model" dengan melibatkan militer ,
tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius. Apa yang
terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam "war model" untuk penanganan
Narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran
HAM.

Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam
RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi
dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC.

Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi
militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain
perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk
kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur
oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004). RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai
wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan
lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal
itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi
militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil.

Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan
Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi
Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai
pengelolaan ibadah haiji.

Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR
karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI
dan militerisme di Indonesia.

Kami justru mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI
adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNl dan
memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNl yang mencakup peningkatan
representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural
dalam karier militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi
demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara.

Jakarta, 15 Maret 2025
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139. Pusat Telaah Informasi Regional Semarang (PATTIROS)

140. PUSPAHAM

141. Poros Revolusi Mahasiswa

142. Rumah Pengetahuan Amartya

143. Sajogyo Institute

144. Salam 4 Jari

145. SEKBER 65

146. Seknas FITRA

147. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

148. Senik Centre Asia

149. Serikat Pekerja Kampus (SPK)

150.  Simpul untuk Pembebasan Perempuan (SIMPUL PUAN)

151. SINDIKASI Jabodetabek

152.  Art.Martir

153. Social Justice Indonesia

154. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi
Tengah

155. Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD) UIN Salatiga

156. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) Solo

157. Students For Liberty (SFL) Indonesia

158. Suara Kebebasan

159. Sulawesi Green Voice

160. Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC UlI)

161. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

162. Themis Indonesia

163. TKPT Indonesia

164. Transnational Palm Qil Labour Solidarity (TPOLS) Network

165. Transparency International Indonesia (TII)

166. Trend Asia

167. Unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UMI makassar (UPPM UMI)

168. YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)

169. YASMIB Sulawesi

170. Yayasan GAYa NUSANTARA

171. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)

172. Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)

173. Yayasan Penabulu

174. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
(YAPPIKA)

175. Yayasan Samahita

176. Yayasan Srikandi Sejati -Jakarta

177.  YIFoS Indonesia

178. Youth Activism Rumah Cemara

179. YouthID Foundation

180. ALTRUIS Universitas Islam Makassar

181. Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) SINTESA

182. Pecinta alam lembah NTOKE (PACET)
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Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB)
Aksi Kamisan Malang

Yayasan Inklusif

Konsil LSM

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Mosintuwu

Logos ID

Jong Columbia

Aksi Kamisan NYC

Jaringan Gusdurian
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Kezia K, Imparsial

Nurina Savitri, Amnesty International Indonesia
Gina Sabrina, Sekretaris Jenderal PBHI
Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS
Ikhsan Yosarie, SETARA Institute



